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Menimbang :  bahwa  untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat
(4) Pera turan Dae rah  N o m o r  1  Ta h u n  2 0 2 2  t e n t a n g
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan, d a n  Pertanggungjawaban ser ta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat 1 .  Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang N o m o r  5 1  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten B a n g g a i  K e p u l a u a n  (Lembaran  N e g a r a
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor  3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boul, Kabupaten Morowal i  d a n  Kabupaten Bangga i
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan. D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1  Ta h u n
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai  Kepulauan Ta h u n  2 0 2 2
Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN B U P A T I  T E N T A N G  T A T A  C A R A
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, D A N  PERTANGGUNGJAWABAN S E R T A
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT

adalah pengeluaran anggaran a t a s  beban  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Keadaan Darurat
termasuk kepe r luan  mendesak  y a n g  t i d a k  d a p a t
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran a t a s  Pener imaan D a e r a h  t a h u n - t a h u n
sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

2. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan
yang d i l akukan  dengan segera p a d a  s a a t  ke jad ian
bencana u n t u k  menangan i  d a m p a k  b u r u k  y a n g
ditimbulkan, y a n g  me l ipu t i  kegiatan pencar ian d a n
penyelamatan k o r b a n  bencana, pertolongan daru ra t ,
evakuasi korban bencana, kebutuhan a i r  bersih d a n
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan d a n
penampungan serta tempat hunian sementara.

3. Keadaan Darura t  adalah kejadian a t a u  insiden t i dak
terduga a t a u  t i d a k  d i rencanakan y a n g  be rak iba t
membahayakan m a n u s i a ,  mengganggu  k e l a n c a r a n
operasi, a t a u  mengakibatkan kerusakan  f i s i k  a t a u
lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara
cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat
ditekan sekecil mungkin.

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam d a n  m e n g g a n g g u  k e h i d u p a n  d a n
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh fak tor
alam/ faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan t i m b u l n y a  k o r b a n  j i w a  m a n u s i a ,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.

5. Bencana A lam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa a tau  serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh a lam antara la in  berupa gempa bumi ,  tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor d a n  kejadian antariksa/benda-benda angkasa,
kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

6. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa a t a u  serangkaian perist iwa n o n  a l a m  yang
antara l a i n  berupa  gagal  konstruksi/teknologi, gagal

-2-



modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri,
ledakan nuk l i r,  pencemaran l ingkungan d a n  kegiatan
keantariksaan.

7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror.

8. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna
secara epidemi logis pada suatu  daerah dalam k u r u n
waktu tertentu.

9. Ban tuan  Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk
uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan un tuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10. Rencana Kebutuhan Belanja adalah rencana kebutuhan
belanja un tuk  kebutuhan Keadaan Darurat, keperluan
mendesak dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan
sebelumnya yang diajukan oleh SKPD terkait.

11. Surat Ketetapan P a j a k  Daerah  L e b i h  Baya r,  y a n g
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah sura t  ketetapan
pajak yang menentukan kelebihan pembayaran pa jak
karena jumlah kredit  pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,  yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah sura t  ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Anggaran Pendapatan  d a n  B e l a n j a  D a e r a h  y a n g
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan ker ja  pengelola
keuangan daerah yang  mempunyai tugas  melakukan
pengelolaan APBD d a n  ber t indak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

15. Bendahara Umum  Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD ada lah  PPKD y a n g  bert indak da lam kapasitas
sebagai BUD.

16. Rencana Ker ja  d a n  Anggaran PPKD yang  selanjunya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah.

17. Rencana Ker ja d a n  Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya d i s e b u t  RKA-Perangkat D a e r a h  a d a l a h
dokumen perencanaan d a n  penganggaran yang  ber is i
program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
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18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya d i s e b u t  DPA-Perangkat D a e r a h  a d a l a h
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
Perangkat D a e r a h  y a n g  d i gunakan  sebaga i  d a s a r
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-Perangkat Daerah
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan
dan be lan ja  daerah y a n g  d igunakan sebagai d a s a r
pelaksanaan p e r u b a h a n  a n g g a r a n  o l e h  p e n g g u n a
anggaran.

20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara P e n g e l u a r a n /  Bendahara P e n g e l u a r a n
Pembantu Perangkat Daerah/Un i t  Perangkat Daerah
untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS ada lah  dokumen y a n g  digunakan
diterbitkan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
untuk penerbitan Surat  Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran DPA-Perangkat D a e r a h  k e p a d a
Belanja Tidak Terduga.

22. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjunya
disingkat SP2D-LS ada lah  dokemen y a n g  digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa
Bendahara Umum Daerah berdasarkan. SPM.

23. Pengguna Anggaran yang selanjunya disingkat PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinya.

24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA a d a l a h  p e j a b a t  y a n g  d i b e r i  k u a s a  u n t u k
melaksanakan sebagian t ugas  d a n  fungs i  Perangkat
Daerah.

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk  menampung
seluruh Penerimaan Daerah  d a n  membayar se lu ruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RBA
adalah perkiraan biaya yang diperlukan u n t u k  setiap
pekerjaan sehingga a k a n  diperoleh b iaya  t o ta l  y a n g
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

27. Keuangan Daerah adalah semua h a k  d a n  kewajiban
Daerah d a l a m  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat  d in i la i  dengan uang  serta segala
bentuk kekayaan yang dapat  di jadikan m i l k  Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk k e  k a s
Daerah.
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29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah  y a n g  selanjunva
disingkat TA P D  ada lah  t i m  y a n g  d iben tuk  dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah y a n g  mempunya i  t u g a s  meny iapkan s e r t a
melaksanakan kebijakan kepala daerah da lam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dar i  pejabat
perencana daerah, PPKD d a n  pejabat la innya sesuai
dengan kebutuhan.

30. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
31. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  sebaga i  u n s u r

pemerintahan d a e r a h  y a n g  m e m i m p i n  pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

32. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
33. Dewan Pemak i l an  Rakya t  Daerah y a n g  selanjutnya

disingkat D P R D  a d a l a h  D P R D  Kabupaten  Bangga i
Kepulauan.

34. Perangkat Daerah adalah unsur  pembantu Bupat i  dan
DPRD dalam menyelenggaran urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

35. Badan Pengelolaan Keuangan d a n  Ase t  Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan u r u s a n  d ib idang pengelolaan
keuangan dan asset Daerah.

36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya
disingkat B P B D  a d a l a h  Pe rangka t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g  penanggulangan
bencana Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang d iatur  didalam Peraturan Bupat i  i n i
meliputi:
a. kr i ter ia BTT;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan d a n  penatausahaan B T T u n t u k  Keadaan

Darurat;
d. pelaksanaan dan  penatausahaan BTT u n t u k  keperluan

mendesak;
e. pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian

atas kelebihan Penerimaan Daerah;
f. pelaksanaan d a n  penatausahaan B T T u n t u k  Bantuan

Sosial yang tidal( dapat direncanakan sebelumnya;
g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
h. monitoring dan evaluasi.

BAB II
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

(1) BTT merupakan  b e l a n j a  y a n g  d iperun tukkan  b a g i
pengeluaran untuk:
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a. Keadaan Darurat;
b. keperluan mendesak y a n g  t i d a k  dapa t  diprediksi

sebelumnya;
c. pengembalian a t a s  ke leb ihan  pembayaran a t a s

Penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
d. Ban tuan  Sos ia l  y a n g  t i d a k  d a p a t  direncanakan

sebelumnya.
(2) Pengeluaran B U  un tuk  pembiayaan Keadaan Darurat,

keperluan mendesak serta belanja Bantuan Sosial yang
tidak d a p a t  direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hu ru f  a, hu ru f  b, dan huru f  d,
diberikan dengan mempertimbangkan:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. akuntabilitas; dan
d. menghindari a d a n y a  t u m p a n g  t i n d i h  pendanaan

terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 4

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf  a meliputi:
a. Bencana A lam,  Bencana N o n  A lam,  Bencana Sosia l

dan/atau Kejadian Luar Biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

Pasal 5

(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf  b meliputi:
a. kebutuhan Daerah da lam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang  berada d i  l u a r  kendal i
Pemerintah Daerah d a n  t i dak  dapat  diprediksikan
sebelumnya, s e r t a  amana t  peraturan perundang-
undangan ; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah la innya yang apabi la d i tunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Belanja Daerah y a n g  bersi fat  mengikat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huru f  b merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh Pemerintah Daerah dengan j u m l a h  yang  c u k u p
untuk keperluan setiap bu lan  dalam tahun  anggaran
berkenaan, seperti:
a. be lan ja  pegawai a n t a r a  l a i n  u n t u k  pembayaran

kekurangan gaji, tunjangan; dan
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(3)

b. belanja b a r a n g  d a n  j a s a  a n t a r a  l a i n  u n t u k
pembayaran telepon, air, l istrik dan internet.

Belanja D a e r a h  y a n g  b e r s i f a t  w a j i b  sebagaimana
dimaksud pada  aya t  (1) h u r u f  b  merupakan belanja
untuk:
a. ter jaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan;

b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
c. melaksanakan k e w a j i b a n  p e m b a y a r a n  p o k o k

pinjaman, bunga pinjaman yang telah ja tuh tempo;
dan

d. melaksanakan kewaj iban l a i n n y a  s e s u a i  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengembalian a t a s  k e l e b i h a n  p e m b a y a r a n  a t a s
Penerimaan Daerah  t a h u n  sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf  c digunakan untuk
menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya.

(2) Informasi t e r h a d a p  k e l e b i h a n  p e m b a y a r a n  a t a s
Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. surest p e r m o h o n a n  p e n g e m b a l i a n  k e l e b i h a n

pembayaran;
b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republ ik

Indonesia;
d. pu tusan  pengadilan berkekuatan h u k u m  tetap dan

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
e. in formasi  lainnya yang dipersamakan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan Sosial yang t idak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud p a d a  Pasal 3  a y a t  (1)  h u r u f  d
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih b e s a r  b a g i  i n d i v i d u  d a n / a t a u  k e l u a r g a  y a n g
bersangku tan .

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Penganggaran BTT dalam APBD diuraikan menurut jenis,
obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek dengan nama
BTT.
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(2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada DPA BPKAD.

(3) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan:
a. d a n a  dari  hasil  penjadwalan ulang capaian program

dan kegiatan lainnya;
b. pengeluaran pembiayaan d a l a m  t a h u n  anggaran

berjalan; dan/atau
c. memanfaatkan kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan u l a n g  capa ian  p rog ram d a n  keg ia tan
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 )  h u r u f  a
diformulasikan terlebih dahu lu  dalam perubahan DPA
Perangkat Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengeluaran u n t u k  mendanai Keadaan Darurat  di lakukan
dengan:
a. pembebanan langsung kepada BTT; atau
b. penggeseran anggaran B T T k e  program d a n  kegiatan

Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pembebanan Langsung

Pasal 10

(1) Pembebanan l a n g s u n g  k e p a d a  B T T  sebaga imana
dimaksud da lam Pasal 9  h u r u f  a  digunakan u n t u k
kebutuhan:
a. Tanggap Darurat Bencana;
b. kon f l i k  sosial; dan/atau
c. Kejadian Luar Biasa.

(2) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada
ay-at (1) h u r u f  a merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat  kejadian Bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan:
a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi  korban bencana; dan
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang,

pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat
hunian sementara.
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(3) Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan pertentangan a n t a r  anggota/ kelompok
masyarakat yang bersifat menyeluruh di Daerah.

(4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c  merupakan  t imbu lnya  a t a u  meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna
secara epidemiologi pada wilayah Daerah dalam ku run
waktu ter tentu d a n  merupakan keadaan yang  dapat
menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 11

(1) Tahapan pengeluaran dengan pembebanan langsung
kepada B T T sebagaimana dimaksud da lam Pasal 1 0
adalah sebagai berikut:
a. B u p a t i  menetapkan Keputusan Bupati tentang status

tanggap darurat untuk:
1. Bencana Alam;
2. Bencana Non Alam;
3. Bencana Sosial termasuk konflik sosial;
4. Kejadian Luar Biasa.
sesuai k e t e n t u a n  p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -
undangan;

b. berdasarkan penetapan s t a t u s  Tanggap  D a r u r a t
Bencana oleh Bupati dan/atau dokumen la in sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepa la
Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas
dan fungs i  menyusun d a n  mengajukan Rencana
Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;

c. Rencana Kebutuhan Belanja yang dinjukan ke PPKD
selaku BUD harus sudah diverifikasi kepala Pelaksana
BPBD d a n  direviu o leh  Apara t  Pengawas Internal
Pemerintah;

d. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belan ja ,  P P K D
selaku B U D  mencairkan d a n a  kebutuhan belanja
kepada kepala Perangkat Daerah yang terkait sesuai
tugas dan fungsi, pal ing lambat 1  (satu) ha r i  kerja
terhitung s e j a k  di ter imanya Rencana Kebutuhan
Belanja; dan

e. PPKD se laku B U D  mencairkan d a n a  B T T  u n t u k
Tanggap Darurat Bencana kepada kepala Perangkat
Daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan
Pengelolaan Keuangan d a n  A s e t  Daerah  dengan
mekanisme L S  s e s u a i  mekan i sme  pengelo laan
keuangan Daerah.

(2) Batas waktu  penggunaan BTT sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1) d imula i  saat  Tanggap Darurat  Bencana
ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap
Darurat Bencana selesai.
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Bagian Ketiga
Penggeseran Anggaran

Pasal 12

(1) Penggeseran anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9  h u r u f  b  dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:
a. Penggunaan B T T  d i fo rmu las ikan  d a l a m  R K A -

Perangkat D a e r a h  y a n g  membidang i  Keuangan
Daerah;

b. RKA-Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan
Daerah menjadi dasar dalam:
1. melakukan p e r u b a h a n  P e r k a d a  t e n  tang

Penjabaran APBD u n t u k  selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
atau

2. d i tuangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah D a e r a h  y a n g  t i d a k  m e l a k u k a n
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan
APBD.

(2) Pengadaan barang/ jasa  d a p a t  d i l a k u k a n  Perangkat
Daerah terka i t  setelah DPA-Perangkat Daerah BPKAD
diverifikasi o l e h  TA P D  s e s u a i  ke ten tuan  pera tu ran
perun d an g- undangan .
Pemilihan penyedia Barang Jasa dilaksanakan setelah
Rencana U m u m  Pengadaan d iumumkan  d i  ap l i kas i
Sistem lnformasi Rencana Umum Pengadaan.

(3)

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 13

(1) Penggunaan BTT un tuk  mendanai keperluan mendesak
dilakukan melalui pergeseran anggaran clan BTT kepada
belanja Perangkat Daerah/uni t  Perangkat Daerah yang
membidangi.

(2) Tahapan penggunaan  B T T  d i l a k s a n a k a n  d e n g a n
ketentuan sebagai berikut:
a. d a l a m  hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT

terlebih dahulu diforrnulasikan. dalam RKA-Perangkat
Daerah yang membidangi Keuangan Daerah;

b. da lam h a l  anggaran be lum tercukupi, penggunaan
BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan
DPA-Perangkat Daerah; dan

c. RKA-Perangkat Daerah dan /a tau  perubahan DPA-
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b menjadi dasar dalam:
1. melakukan perubahan Peraturan Bupat i  tentang

Penjabaran APBD tahun berkenaan dan dilaporkan
kepada P i m p i n a n  D P R D ,  u n t u k  se lan ju tnya
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ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
atau

2. d i tuangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah D a e r a h  y a n g  t i d a k  m e l a k u k a n
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan
APBD.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dapa t  d i lakukan
oleh Perangkat  D a e r a h  t e r k a i t  m e l a l u i  pengadaan
langsung atau penunjukan langsung.

(4) Pengajuan BTT u n t u k  keperluan mendesak di lakukan
dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 14

(1) BTT u n t u k  pengembalian a tas  kelebihan Penerimaan
Daerah d i laksanakan m e l a l u i  pembebanan s e c a r a
langsung pada BTT.

(2) Pengajuan pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi kelebihan
pembayaran antara lain berupa:
a. s u r a t  p e r m o h o n a n  p e n g e m b a l i a n  k e l e b i h a n

pembayaran dan kepala  Perangkat Daerah dengan
ketentuan memenuhi unsur sebagai berikut:
1. adanya kesalahan yang dikarenakan kesalahan

penulisan; dan
2. adanya keberatan oleh pihak ketiga atas surat

penetapan yang sudah disampaikan;
b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia;
d. pu tusan  pengadilan berkekuatan hukum tetap dan

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
e. in formasi  l a i n n y a  y a n g  d ipersamakan s e s u a i

peratu ran perundang-undangan.
Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) k e p a l a  Perangkat  D a e r a h  t e r k a i t  mengajukan
permohonan pencairan BTT u n t u k  pengembalian atas
kelebihan Penerimaan Daerah secara ter tu l is  kepada
kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi:
a. s u r a t  p e r m o h o n a n  p e n g e m b a l i a n  k e l e b i h a n

pendapatan;
b. S u r a t  Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar  a tau

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
c. fo tokopi  rekening bank; dan
d. s u r a t  pernyataan tanggung j awab  m u t l a k  y a n g

ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah terkait.

(3)
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(4) Berdasarkan s u r a t  pengajuan dan k e p a l a  Perangkat
Daerah terkai t  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)
BUD m e l a l u i  B i dang  Penagihan d a n  Pengendalian
Pendapatan Daerah BPKAD melakukan proses verifikasi
dan validasi untuk:
a. memast ikan keabsahan bukt i  yang dijadikan dasar

pengaj u an ; dan
b. memastikan u n s u r  p e n y e b a b  p e n g a j u a n

pengembalian.
(5) D a l a m  hal  berkas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) telah lengkap dan sah, PPKD mengajukan
permohonan k e p a d a  B u p a t i  u n t u k  mene tapkan
Keputusan B u p a t i  ten tang Penggunaan B I T  u n t u k
pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah.

(6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan BTT
sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 5 )  Bendahara
Pengeluaran BPKAD mengajukan SPP-LS kepada Kepala
BPPKAD se laku  Pengguna Anggaran m e l a l u i  PPK-
Perangkat Daerah  p a d a  BPKAD dengan di lengkapi
dengan dokumen pendukung lain.

(7) PPK-Perangkat Daerah  p a d a  BPKAD melaksanakan
verifikasi SPP-LS bese r ta  b u k t i  kelengkapan d a n
keabsahan y a n g  d i a j  ukan Bendahara  Pengeluaran
BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Berdasarkan h a s i l  veri f ikasi  sebagaimana d imaksud
pada ayat (7) PPK-Perangkat Daerah pada BPKAD:
a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri check list.

(9) K e p a l a  B P K A D  s e l a k u  P e n g g u n a  A n g g a r a n
men and atangani S  PM-LS d a n  S u  rat Pernya taan
Tanggung Jawab Mu t l ak  (SPTJM) u n t u k  selanjutnya
disampsikan k e p a d a  K u a s a  B U D  sebaga i  d a s a r
penerbitan SP2D.

(10) Penyaluran dana BTT sebagaimana dimaksud p a d a
ayat (9 )  dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk melalui
transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke  rekening
Penerima BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Pasal 15

Ketentuan mengena i  pe laksanaan d a n  penatausahaan
penggunaan BTT u n t u k  Bantuan Sosial yang t idal(  dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana d imaksud d a l a m
Pasal 7  d i a t u r  da lam Peraturan B u p a t i  y a n g  mengatur
mengenai Bantuan Sosial.
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BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT
dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.

(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah te rka i t  melakukan moni tor ing d a n
evaluasi atas penggunaan BTT.

(2) Hasil monitor ing d a n  evaluasi a t a s  penggunaan B T T
sebagaimana d imaksud a y a t  (1 )  disampaikan kepada
Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan B u p a t i  i n i  m u l a i  b e r l a k u  p a d a  t a n g g a l
diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahu inya,  m e m e r i n t a h k a n
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI BAN K E P U L A U A N ,

IH A S I R

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN B A I  KEPULAUAN,

BERITA DE
TAHUN 202

/

ADY

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5
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